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BAB I

PENDAHULUAN
Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) berisi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Hal ini berarti juga bahwa negara Indonesia memberi batasan tingkah laku terhadap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. “Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (ius constitutum)”.

Undang-undang pada dasarnya merupakan suatu hasil produk politik hukum yang bersifat pasif. Tanpa adanya aktifitas pelaksana undang-undang oleh aparatur negara, undang-undang merupakan sebuah hasil produk politik hukum yang tidak memiliki daya guna hingga aparatur negara yang berwenang mendayagunakan undang-undang tersebut.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana tujuan undang-undang tersebut diciptakan. Menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Salah satunya ialah mengenai permasalahan kejahatan yang dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dengan melalui proses yang cukup ketat.

Kejahatan dalam masyarakat telah menjadi suatu fenomena, dimana hampir setiap hari ada berita tentang peristiwa kejahatan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain pencurian, perampokan, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Adanya kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api sendiri.

 Alasan utama penggunaan senjata api adalah karena benda tersebut mudah di bawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat.
 Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli secara bebas, legal dan terbuka. Maka dengan kemudahan tersebut, justru menyebabkan beberapa oknum dapat menyalahgunakan senjata api tersebut dengan cara menggunakan senjata tanpa ijin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal.

Banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa ijin, salah satunya adalah perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik senjata api standar atau rakitan. Banyak dari tindak kejahatan tersebut yang menggunakan senjata api sebagai alat bantunya. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan bisa dengan mudah mendapatkan senjata api ilegal yang beredar di masyarakat. Padahal dapat dibayangkan bahwa dengan senjata api, seseorang bisa membahayakan stabilitas keamanan negara. Di sinilah peran kepolisian, sangat penting dan dibutuhkan. Walaupun begitu, perlu dimengerti bahwa kejahatan merupakan problem sosial yang tanggung jawabnya diletakkan pada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh oleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perijinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh Polri termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari kepolisian setempat.

Senjata api di era yang kian maju seperti sekarang ini, bukan lagi sekedar alat yang hanya dimiliki kalangan militer dan diperuntukkan hanya untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, alat membela diri, bahkan bagi sebagian kalangan benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu.

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran sejumlah masyarakat bahwa Indonesia akan menjadi negara cowboy juga sempat berguilr, karena semakin banyaknya para eksekutif memiliki senjata berizin resmi.

Sebenarnya, kekhawatiran seperti itu tak perlu terjadi jika masyarakat sudah tahu dan memahami dua persoalan pokok yaitu :

Perolehan surat izin kepemilikan senjata beladiri dari pihak Kepolisian tidaklah semudah yang dibayangkan. Polri sebagai lembaga yang berwenang telah melakukan seleksi yang ketat, sebelum surat izin kepemilikan senjata diberikan kepada yang berhak. 

Bila seseorang telah memiliki surat izin tersebut, maka berarti dia sudah terikat oleh etika dan aturan main yang wajib dipatuhinya. Etika dan aturan main tersebut harus melekat pada si pemiliknya di saat membawa, menggunakan dan menyimpan senjata. 

Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api bagi kalangan sipil. Hal tersebut dapat kita lihat dalam standar administratif perizinan senjata api yang terdapat pada UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, UU No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dan selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, SK Kapolri No. Pol.: Skep/82/II/2004, tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Penggunaan senjata api seharusnya hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, tetapi makin banyak pihak-pihak yang dibiarkan memiliki senjata api baik secara legal maupun ilegal. Tidak jelas alasan mengapa seseorang ingin memiliki senjata api, apakah dirinya merasa terancam oleh profesi, kedudukan, atau posisinya sehingga harus pegang senjata api di tangan atau mungkin agar bisa membuat orang lain takut jika kepentingannya diganggu.

Kepemilikan senjata api untuk warga sipil itu tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tingginya angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api. Karena belum tentu pelaku kriminal memiliki senjata api secara legal berdasarkan ijin kepemilikan senjata api yg dikeluarkan oleh Kepolisian. Bagi pelaku kriminal yang belum memiliki senjata, tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara ilegal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Sipil Yang Menggunakan Senjata Api  Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl)”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api ?
Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil ?
Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan  Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana penguasaan dan penggunaan senjata api.
Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil.
Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan  Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Pbl.
Manfaat Penelitian.

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

Manfaat akademis memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan menambah bahan-bahan kepustakaan.

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak tentang kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.
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